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KEruruSAN PRESIDEN REPUBUK INDOT{EST.A

NOMOR 9 TAHUN 2025

TET{TANG

SATT'AT{ TI'GAS PSRCEPATAN PEMBEITNUKAN KOPERASI
DESA/KEUTRAHAN MERAH PUnH

DETI,OAII, RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBUK INDONESTA,

MEMUTUST(AN:

: a. bahwa unhrk mendorong kemandirian bangBa ruclaluissrascmhda pengan Uertateniutan dan prilU"rrg,r"""
dari desa unhilc pcmerataan ekonomi -ot"iui &p.t ,pembentukan Koperasi Deca/rGlurahan-Mf;d R$ihmcmerlukan penyclarasan kebijakan, p.r*par"rr, darrpenyeksaian berbagai hambatan scca;a t*it-rairra"ilintas kcurcnangan anter fcrrentrtriTrorrO"g"
dan/aau _peracrintatr decrah, *frirrg. porf"' IU"rrt rksatuan T,rr" 

-Fenccpatan' rumffnrian- EoperasiDesa/Keluratran Meralr putitr;

b' ba'wa berdaEerkan- pcrumuangan oe@aimanadimrksud darar' truruf a,'perru mencapkan lGp,nrean
hasiden tentaTg setuan nigas F.*.p"d;ffi;;tukn
Koperaoi Desa/Kelurafran tttiratr R d[r; 

--
: Faesl 4. 1ryt (ll^yJrd*g-Undang Dasar Nqara RepubtitIndoDcsh Tatrun l94S;

KEPUN'SAI{ PRESIDEN TEI{TANGruOAS PDRCEPATAN PEMBEI,ilUKAN
DESA/KELURAHAN MERAH PLNIH.

SATUAN
KOPERASI
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pasal I

Dalam rangka penyelarasan kebijakan, percepatan, dan
penyelesaian berbagai hambatan secara terkoordinasi lintas
kewenangan anter Kementerian /I,emfuga dan/atau
pemerintah daerah, dalam percepatan pembentukan Koperasi
Desa/Kelurahan Merah Rrtih, dibenttrk Satuan ftrgas
Percepatan Pembenh:kan Koperasi Desa/Kelurahan Merah
hrtih, yang selanjutnya disebut Satuan Trrgas.

Pasal 2

Sahran T\rgas sebagaimana dimaksud dalam pasal I berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.

Pasal 3

Satuan T\rgas sebagaimana dimalsud dalam pasal I memiliki
tugas:

a. melakukan koordinasi pemmusan kebijakan/regutrasi
dengan Kementerian/kmbaga dan/atau pemerintatr
daerah;

b. memastikan pembentukan 8O.O0O (delapan puluh ribu)
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Rrtih;

c. mengoordinasikan perumusan dan penetapan petunjuk
pelaksanaan dan petunjuk teknis Koperasi
Desa/Kelurahan Merah Rrtih; 

.

d. mengoordinasikan pemetaan potensi desa/kelurahan
untuk percepatan pembentukan Koperasi
Desa/Kelurahan Merah Rrtih;

e. mengoordinasikan pendampingan kepada Koperasi
Desa/Kelurahan Merah Putih dari aspek kelembagaan,
usaha, dan penguatan sumber daya manusia untuk
mendukung keberhasilan program pembentukan
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Ptrtih;
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f. mengoordinasikan pengembangan rencana bisnis
Koperasi Desa/Kelurahan Merah hrtih delam

bentuk kantor koperasi, pengadaan sembako, simpan
pinjam, klinik desa/kelurahan, apotek desa/kelurahan,
pergudangan (uld storagel, dan logistik desa/keluratran
dengan memperhatikan karakteristik desa/kelurahan,
potensi desa/kelurahan, dan lembaga ekonomi yang
telah ada di desa/kelurahan dalam rangka ekonomi yang
berkelanjutan;

g. merekomendasikan percepatan pembenhrkan Koperasi
DesalKelurahan Merah Putih melalui pendirian,
pengembangan, dan revitalisasi koperasi di
desa/kelurahan; dan

h. memutuslcan secara cepat permasalahan dan harnbatan
(debottleneckittgl yang menjadi kendala.

Pasal 4

Sahran T\rgas sebagaimana dimaksud dalam pasal I terdiri
atas:

a. Satuan TUgas Nasional;

b. Satuan Ttrgas Provinsi; dan
c. SatuanT[gas lGbupaten/Kota.

Pasal 5
(U Susunan Satuan I\rgas Nasional sebagaimana dimaksud

dalam Pasal4 hunrf a terdiri ates:

a. Ketua : Menteri Koordinator Bidang
Pangan;

b. WakilKetual : MenteriKoperasi;

c. WakilKetuall : Menteri Desa dan
Pembangunan Daeratr
Tertinggal;

d. Wakil Ketua III : Menteri Ddam Negeri;

e. Wakil Ketua IV : Menteri Kelautan dan
Perikanan;'
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f. Angota

g. Koordinator Ketua
Pelaksana Harian

h. Kchra Pelaksana
Harian I meliputi
Kabuparcn/Koa di
wilayah Provinsi:
Jawa Tengah, Daerah
Istimewa Yoryakarta,
I(alimantan Selatan,
Iklimantan Utara,
Iklimantan Barat,

: 1. Menteri Sekretaris Negara;

2. Menteri Hukum;

3. Menteri Keuangan;

4. Menteri Kesehatan;

5. Menteri Sosial;

6. Menteri Komunikasi dan
Digital;

7, Menteri Pertanian;

8. Menteri Kehutanan;

9. Menteri Agfaria dan Tata
Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional;

1O. Menteri Perencanaarr
Pembangunan Nasionall
Kepala Badan
Perencanaan
Pembangunan Nasional;

11. Menteri Badan Usaha
Milik Negara;

12.Kepala Badan Pangan
Nasional;

13, Kepala Badan Gizi
Nasional; dan

14. Kepala Badan
Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan.

: Wakil Menteri Koperasi;

: Wakil Menteri Pertanian;

Kalimantan. . .
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Kalimantan Tengah,
dan Kalimantan
Timur

i. Ketua Felaksana
Harian II meliputi
Kabupaten /Kota di
wilayah Provinsi:
Jawa Barat, Aceh,
lampung, Bangka
Belitung, Sumatera
Utara, Sumatera
Barat, Bengkulu,
Riau, Kepulauan
Riau, Sumatera
Selatan, dan Jambi

j. Ketua Pelaksana
Harian III meliputi
I(abupaten /Kota di
wilayah Provinsi:
Jakarta, Elanten,
Sulawesi Tenggara,
Sulawesi Utara,
Sulawesi Tengah,
Sulawesi Barat,
Sulawesi Selatan,
Gorontalo, Maluku,
Maluku Utara,
Papua, Papua Barat,
Papua Barat Daya,
Papua Selatan,
Papua Tengah, dan
Papua Pegunungan

k. Ketua Pelaksana
Harian tV meliputi
Kabupaten /Kota di
wilayah Provinsi:
Jawa Timur, Elali,
Nusa Tenggara
Timur, dan Nusa
Tenggara Barat

: Wakil Menteri Dalam Negeri;

: Wakil Menteri
Pembangunan
Tertinggal;

Desa dan
Daerah

Wakil Menteri Kelautan dan
Perikanan
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Pelaksana : 1. Wakil Menteri Keuangan;

2. Wakil Menteri Kesehatan;
dan

3. Wakil Menteri Badan Usaha
Milik Negara.

m. Anggota Pelaksana : Pimpinan Tingi Madya pada
Kementerian/Lembaga.

(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan,
tata kerja, dan mekanisme Satuan T\rgas Nisional
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan oleh
Menteri Koordinator Bidang pangan selaku Ketua Satuan
Tbgas Nasional.

Pasal 6

(U Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan
T\rgas Nasional didukung oleh Sekretariat Satuan Tugas
Nasional"

(21 Susunan Sekretariat Satuan T[gas Nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (U terdiri atas:

a. Ketua Selrretariat : Sekretaris Kementerian
Koordinator Bidang pangan;

b. $/akil Ketua : Deputi Bidang Koordinasi TataSeketariat Niaga dan Distribusi pangan,
Kementerian Koordinator
Bidang Pangan;

c. Anggota Sekretariat : 1. Sekretaris Kementerian
Koperasi;

2, Sekretaris Jenderal
Kementerian Dalam Negeri;

3. Sekretaris Jendera.l
Kementerian Keuangan;

4. Sekretaris Jenderal
Kementerian Kesehatan;

l. Kettra
Fungsional
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5. Sekretaris Jenderal
Kementeria-n Sosial;

6. Sekretaris Jenderal
Kementerian Desa dan
Pembangunan Daerah
Tertinggal;

7. Sekretaris Jenderal
Kementerian Komunikasi
dan Digital;

8. Sekretaris Jenderal
Kementerian Pertanian; dan

9. Sekretaris Jenderal
Kementerian Kelautan dan
Perikanan.

{3) Sekretariat Satuan Tugas Nasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas memberikan
dukungan teknis dan administrasi kepa.da Sahran Tlrgas
Nasional.

(4) Sekretariat Satuan Tugas Nasional berkedudukan di
Kementerian Koordinator Bidang pangan.

{5) lugunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja
Sekretariat Satuan T\.rgas Nasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) ditetapkan oleh Menteri
Koordinator Bidang Pangan selaku Kettra Satuan 1\rgas
Nasional.

Pasal 7

(U Susunan Keanggotaan Satuan T[gas provinsi
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 hunrf b terdiri
atas:

a. Ketua : Gubernur;

b. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah provinsi;

c. Seknetaris : Kepala Perangkat Daerah yang
membidangi koperasi; dan

d- Anggota : pejabat pimpinan Tinggl pratama
Perangkat Daerah Provinsi.
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l2l

(1)

Susunan_ keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja
Satuan Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud paAa
ayat (t) ditetapkan dengan Keputusan Gubemur setat<u
Ketua Satuan T\rgas Provinsi.

Pasal 8

(U Susunan keanggotaan Satuan TUgas Kabupaten lKota.
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c terdiri
atas:

a. Ketua : Bupati/Wali Kota;

b. W'akil Kettra : Sekretaris Daeratr Kabupaten /Kota;
c. Sekretaris : Kepala perangkat Daerah yang

membidangi koperasi; dan

d. Anggota : Pejabat pimpinan Tinggr pratama
Perangkat Daerah Kabupa.ten/ Kota.

l2l Susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja
Satuan T\rgas Kabupaten /Kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali
Kota selaku Kehra Satuan Tugas Kabupaten /Koia.

Pasal 9

Kehra Satuan t\rgas Nasional .melaporkan pelaksanaan
luqasnya kepada Presiden paling sedikit i 1satul tcati
1"t"ry 1 (satu) bulan dan sewaktu-wakhr apabila
diperlukan.

Ketua Satuan T\rgas Provinsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 melaporkan perkembangan percepatan
pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan M;ratl putih
paling sedikit I (saru) kali dalam Z (tqiuh) hari dan
sewakttr-wakhr apabila diperlukan kepa.da Ketua Satuan
T\rgas Nasional.

(21
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(31 Ketua Satuan Ttrgas Kabupaten lKota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal I melaporkan perkembangan
percepatan pembentukan Koperasi Desa/Keturahan
Merah hrtih peting sedikit 1 (satu) kali dalam Z (tqiuh)
hari dan sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada
Ketua Satuan Tlrgas Provinsi.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (Zl dan
ayat (3) paling sedikit rnemuat:

a. sosialisasi;

b. musyawarah desa;

c. pembenhrkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah
Rrtih;

d. pengesahan badan hukum pendirian
Desa/ Kelurahan Merah Putih; dan/ atau

Koperasi

e. proses pengembangan dan revitalisasi bagi Koperasi
Desa/Kelurahan Merah putih yang merupatcan hasil
pengembangan dan revitalisasi.

(5) [aporan sebagaimana dimaksud pada ayat l2l dan ayat (S)
disampaikan melalui media elektronik.

Fasal 10

Pendan?an yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas sattran
Tlrgas bersumber dari Anggaran pendapatan air neUnla
Negara masing-masing Kementerian/Lembaga, Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing pemjlntah
daerah, dan/atau sumber lain yang -sah seiriai dengan
ketenhran peratur€rn prundang-undangan.

Pasal 1l

Y"o keda Sahran Tugas I {satu} tahun sejak Keputusan
Presiden ini ditetapkan.

Pasal12..-
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Keputusan
ditettap$<am.

I4lBlBe. ltnith,
REP0.JEt]tK 0hqmohsEsr,A

- nCI_

rr*H,${:Il lll

Fresaden ini rnurlai benlaku peda tamggal

Diteii.apl<am di Jakarta
@d&tfflggal 2 F;8er 2025

PRESNDEh$ REFUBJI"NK XSgDCIP{tr$tr.A,

PR,ABOU/,O SLIts [.AF.{TC

r'0d.

Salimam sesuai deragan asnfurya

KMME$gT'EruAF{ S@KRETARN.AT NEGARA
RBPUBN"IK XND@hYESIA

Fertaaadamg-umdamgam dam
F[aa$mam,

D"faaman
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